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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 55 TAHUN 2011 
TENTANG 

PEDOMAN UMUM HUBUNGAN MEDIA 
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa humas pemerintah senantiasa dituntut 
untuk meningkatkan kemampuannya dalam 
menghadapi tantangan dan perubahan 
lingkungan yang sangat cepat, serta mampu 
berfungsi sebagai jembatanuntuk membangun 
suasana yang kondusif dengan publiknya melalui 
proses komunikasi yang baik; 

b. bahwa humas pemerintah mengalami perubahan 
pendekatan dalam berhubungan dengan media; 

c. bahwa untuk mewujudkan huruf a dan huruf b 
tersebut, perlu disusun Pedoman Umum 
Hubungan Media di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi tentang Pedoman Umum Hubungan 
Media di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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